
 

  

  

      

 

 

      BUPATI POLEWALI MANDAR 

PROVINSI SULAWESI BARAT 
 

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR 
 

NOMOR 20 TAHUN 2023      
 

TENTANG 
 

 

PENETAPAN BESARAN MINIMAL PAJAK TERHUTANG 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023 

 
BUPATI POLEWALI MANDAR, 

Menimbang : a. bahwa data base Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2) yang ada di aplikasi SISMIOP setelah 

perubahan dari Pajak Negara ke Pajak Daerah NJOPnya 
belum dilakukan pembaharuan selama 10 (sepuluh) tahun; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2013, setiap 3 tahun nilai NJOP harus 
dilakukan review kembali; 

c. bahwa telah dilakukan reklas (Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor : 150/PMK.03/2010 Tanggal, 27 Agustus 2010) 

pertama kali dilakukan Tahun 2022, masih terdapat nilai 
NJOP dibawah Rp. 15.000,- Nilai NJOP tersebut sangat 
jauh dari harga pasar yang saat ini berlaku, reklas tahap 

kedua nanti akan dilakukan kembali pada Tahun 2025, 
dimana tidak ada lagi nilai NJOP dibawah Rp. 15.000,- 

sehingga tidak ada lagi besaran pajak minimal yang 
terhutang; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan 
keputusan Bupati; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembarang Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);  

 
 
 

 

SALINAN 

 



 

  

 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembarang Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor  130, Tambahan Lemabaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 9); 

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten Polewali 
Mandar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten 

Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5); 

7. Peraturan Bupati  Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar 
Tahun 2013 Nomor 31); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  :  

KESATU        : Menetapkan Besaran Minimal Pajak Terutang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten 
Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023. 

KEDUA         : Besaran Minimal Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud 

pada diktum kesatu dikenakan kepada wajib pajak yang 
penetapan pajaknya lebih kecil dari Rp. 15.000,- (Lima Belas 
Ribu Rupiah). 

 



 

  

 

KETIGA        : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 
Anggaran 2023. 

KEEMPAT    :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 
 

 

                                                            ttd 
 

          ANDI IBRAHIM MASDAR 

 
 Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

Polewali    9 Januari  2023 

   Ditetapkan di Polewali  

   pada tanggal   9 Januari 2023  

       BUPATI POLEWALI MANDAR, 

  


